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Pelaksanaan Pembayaran Biaya Pemeliharaan Anak Setelah
Perceraian

di Pengadilan Agama Sungai penuh
(Skripsi 81 Oleh Budi Saputra, BP 06140191, Fakultas Hukum Universitas Andalus,
3 Halaman, Tahun 201 1)

ABSTRAK

Tujuan perkawinan menurut Pasal | Undang-Undang Nomor | Tahun 1974, Adalah
untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Fsa,
Meskipun demikian kekekalan dan kebahagiaan vang diinginkan kadang kala tidak menutup
kemungkinan terjadinya perceraian antara suami dan isteri, Perceraian mengakibatkan 3 hal
yakni putusnya perkawinan anatara suami isteri . yang kedua beralihnya hak pemeliharaan
anak dan pembagian harta perkawinan Penelitian ini menggunakan metode pendekatan
Yuridis sosiologis dan penelitian bersifat deskriptif analitis, Tujuan penulisan ini umuk
membahas mengenai  apa saja alasan-alasan dari bapak yang tidsk  membayar biava
pemeliharaan anak setelah  perceraian serla mengungkap apa saja upaya yang dapal
difakukan ibu apabila bapak tidak membayar biaya pemeliharaan anak. Penelitian ini
merupakan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama
Sungai Penuh serta kelurahan Sungai Penuh. Responden terdini dari isteri vang telah bercerai
scbanyak 7 orang. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan mewawancarai isteri vang
bercerai dan pejabat pejabat instansi terkait. Hasil penelitian menunjukan babwa di kota
Sungai Penuh, apabila terjadi perceraian antara bapak dan ibw, maka anak dipelihara oleh ibu,
mengenai biaya hidup anak bapak harus bertanggung jawab. Akan tetapi bapak seringkali
mengabaikan tanggung jawabnya terhadap anak. Dalam prakteknya bapak seringkali tidak
memenuhi biaya pemeliharaan anak tersebut dengan beberapa alasan yakni , pertama karena
perilaku bapak yang tidak bertanggung jawab sebesar ( 28.6%), kedua bapak kawin lagi dan
jauh dari anak-anaknya sebesar (28.6%). ketiga bapak kurang mampu dalam bidang ckonomi
karena tidak memiliki pekerjaan tetap sebesar ( 28.6%) dan yang keempat adanya angoapan
dari bapak bahwa jika anak dipelihara oleh thu maka ihu vang bertanggung jawab atas semua
biayanya sebesar (14.2%). Jika bapak tidak membayar biaya pemelibaraan anak tersebut
maka ibu dapat mengajukan permohonan cksekusi kepada Pengadilan Agama untuk meminta
bapak membayar biava pemeliharaan tersebut. apabila bapak tetap tidak mau membavar
biava pemeliharaan terscbut setelah adanya peringatan dari hakim. maka hakim dapat
melakukan eksekusi dengan menyita barang-barang atau kekayaan dari hapak untuk
membayar biaya pemeliharaan tersebut. Selain ity Jika sebelumnya penetapan biava
pemeliharaan anak ditentukan diluar sidang perceraian maka ibu dapat mengajukan gugatan
kepada pengadilan untuk menghukum bapak agar membayar biava pemeliharaan anak
tersebut sehingga ibu dapat memenuhibiava pemeliharaan anak tersebut
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BAB I
PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG MASALAH

Perkawinan bukanlah merupakan perkataan vang asing bagi kita. Semua
orang telah tahu atau telah mengenal kata-kata itu. baik dari golongan intelektual
ataupun dari golongan serta lapisan masyarakat yang paling rendah. bahkan orang
awam pun tidak ada yang tidak kenal perkataan itu. Sehagai lembaga, perkawinan ity
sendiri muncul sejalan dengan perjalanan sejarah kehadiran manusia di muka bumi
ini.

Kelahiran, perkawinan, serta kematian merupakan estafet kehidupan manusia.
Perkawinan disamping merupakan sumber kelahiran juga sebagai pengganti
musnahnya manusia karena kematian, Jadi merupakan tali ikatan yang melahirkan
keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara di Indonesia. Norma
perkawinan itu diatur menurut peraturan agama masing-masing baik agama Islam,
Hindu, Budha, Kristen dan sebagianya. Sesuai pula dengan kemajuan dan
perkembangan peradaban  suatu bangsa, maka tata cara dan aturan mengenai
perkawinan mulai berkembang sesuai dengan perubahan ity.

Pada hakekatnya perkawinan bertujuan untuk membina keluarga yang

bahagia dan kekal dengan ridha Tuhan Yang Maha Fsa. Kebahagiaan dan kekekalan

perkawinan ini kadang kala tidak dapat berlangsung lama atau den gan kata lain ada




perkawinan yang akhirnva tidak mengalami kebahagiaan dan akhirnya  berakhir
dengan perceraian.

Menurut ahli figit perceraian disehut dengan talak atau firgah. Talak berarti
membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Furgah berarti bercerai, yang oleh
para ahli figih yang berarti perceraian antara suami dan isteri . Tidak ada seorang pun
ketika  melangsungkan perkawinan  mengharapkan  akan mengalami  perceraian,
apalagi jika perkawinan itu telah dikaruniai anak, Walaupun demikian ada sebab-
sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat lagi diteruskan seh ingga
terpaksa harus terjadi perceraian antara suam; dengan istrinya.” Untuk melakukan
perceraian salah satu pihak suami atau isteri men gajukan permohonan atau gugatan
cerai ke pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang dituju adalah Pengadilan Agama
bagi yang beragama Islam | serta Pen gadilan Negeri bagi vang bukan beragama Islam

Jika setelah diperiksa ternyata ada alasan yang cukup untuk mengabulkan
gugatan cerai yang diajukan terschut, maka majelis hakim dapat mengabulkan
permohonan atau gugatan cerai tersebut. Dengan telah bercerainya pasangan suami
isteri tersebut . maka mengakibatkan tiga hal. pertama putusnya ikatan suami isteri :
kedua harus dibaginya harta perkawuinan termasuk harta bersama, dan ketiga

pemeliharaan anak harus diserahkan kepada salah scorang dari ayah atau ibu
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BAB IV
PENUITUP

AL Kesimpulan
Berdasarkan uraian dalam bab-bah terdahulu, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

I. Dari hasil penelitian diketahyi bahwa, setelah perceraian diputuskan,
termyata  bapak (bekas suami)  tdak  memenuh; (melalaikan)
kewajibannya untuk memberikan nafkah hidup kepada anak yang
berada dibawah pengasuhan ibu (bekas isteri).  Faktor penyehab
bapak tidak melaksanakan tan ggung jawab pemeliharaan anak adalah,
pertama  fakior orang  tua  tidak bertanggung  jawah terhadap
pemeliharaan anak (28.2%), kedua faktor setelah hercerai bapak jauh
dari anaknva sebesar (28.6%). ketiga fakior ekonomi orang tug
Kurang mampu { 28.6%) dan terakhir karena faktor adanya anggapan
bahwa apabila anak dipelihara oleh ibu maka iby yang menangung
biaya pemeliharaan anaknya schesar (14.29)

2. Dalam  hal timbulnya  sangketa terhadap pembayaran  biava
pemeliharaan anak, apabila bapak tidak mau membayar  biava
pemeliharaan anak. Maka ihy dapat mengajukan permohonan kepada
ketua Penpadilan Agama untuk melakykan upaya paksa terhadap

bapak agar mau mem bayar biaya pemeliharan anak tersebut. Setelah

bapak diberikan peringatan oleh ketua pengadian agama untuk
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